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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Good governanceiadalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada 

pembangunanisektor publik kepada pemerintahan yangibaik (Mardiasmo, 2019). 

Mardiasmo (2019) jugaimengartikan bahwa goodigovernance merupakanitata cara 

suatu negara yang digunakaniuntuk mengelola sumber dayaiekonomi dan sosial 

yangiberorientasi pada pembangunanimasyarakat demi mewujudkanipemerintahan 

yangibaik, bersih, dan berwibawa. Dalam rangkaimewujudkan goodigovernance, 

pemerintahimenerapkan reformasiibirokrasi. Menurut Indriana & Nasrun (2019), 

reformasiibirokrasi adalah upayaiuntuk melakukan pembaharuanidan perubahan 

mendasariterhadap sistem penyelenggaraanipemerintah dalam rangkaimewujudkan 

tata kelolaipemerintah yang baik (goodigovernance). Salah satu areaiperubahan 

yang menjadiitujuan reformasi birokrasi dan sesuai dengan karakteristik good 

governance adalahipenguatan akuntabilitasikinerja (Indriana & Nasrun, 2019). 

Sebagaiibentuk akuntabilitas kinerjaibirokrasi dalam pelaksanaan anggaran, 

Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 

195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 

Belanja Kementerian Negara/Lembaga menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA). IKPAiadalah indikator yang ditetapkaniKementerian Keuangan 

selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja 

Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, 
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efektivitasipelaksanaan anggaran, efisiensiipelaksanaan anggaran, danikepatuhan 

terhadapiregulasi (Santosa & Akbar, 2021). Kesesuaian terhadapiperencanaan 

terdiriiatas tiga indikator yaituiRevisi DIPA, Deviasi HalamaniIII DIPA, daniPagu 

Minus. Efektivitas Pelaksanaan anggaran terdiri atas empat indikator yaitu 

PenyerapaniAnggaran, Penyelesaianitagihan, konfirmasiicapaian output, dan retur 

SP2D. Efisiensiipelaksanaan anggaran terdiriiatas dua indikator yaituiRenkas dan 

kesalahaniSPM. Sedangkan kepatuhan terhadap regulasi terdiri atas empat 

indikator yaituiData Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, LPJ Bendahara, 

daniDispensasi SPM (Utomo, 2022). 

Tahun 2018 pengolahan data IKPA dilakukan secaraimanual sehingga 

masihiada resiko kehilanganidata. Pemanfaatan IKPAijuga masih kurang dan 

belumimenjadi fokus utama Kementerian/Lembagainasional (Kuntadi & Puspita, 

2022). PadaiTahun Anggaran 2018, data IKPA diproses dan ditampilkan di 

Aplikasi OMSPAN. Selanjutnyaikemudian IKPA mengalamiiperkembangan dan 

tantangan. IKPAipada tahun 2020 sudah mulaiimenerapkan indikator baru yaitu 

ValidasiiData Keluaran (Kuntadi & Puspita, 2022). MenurutiPeraturan Menteri 

KeuanganiNomor PER04/PB/2020 tentang PetunjukiTeknis Penilaian Indikator 

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga, data output yang 

dikonfirmasiimenunjukkan rasio jumlahioutput yang dikonfirmasiiterhadap total 

outputiyang dikelola oleh Satkeriatau Kementerian/Lembaga. Penetapanidata hasil 

outputiditujukan untukimencapai belanja yang berkualitasisesuai dengan prinsip 

penganggaran berbasis kinerja. Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan 

mengubahiparadigma penilaian kinerjaipelaksanaan anggaran, dari fokus pada 

Pengaruh Transparansi.., Dewi Ratnasari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2024



HALAMAN JUDUL 
 

3 
 

perbaikan tata kelola pelaksanaanianggaran di masa lalu menjadiifokus pada 

mendukungipercepatan belanjaidan hasil output, fokus padaipeningkatan kualitas 

belanja, daniberkontribusi padaipromosi dari pembangunaniekonomi nasional, 

membentukiperekonomian, memberikanikontribusi terbaik danimensejahterakan 

masyarakat (Kuntadi & Puspita, 2022). Hal iniikemudian dicapai dalamibentuk 

berlakunyaireformulasi IKPA 2022. Terdapatiempat kategoriinilai capaian IKPA 

yaituisebagai berikut: 

Tabel 1.1 KategoriiNilai CapaianiIKPA 

No Nilai IKPA Kategori 

1 >95i SangatiBaik 

2 89 <inilai IKPAi< 95 Baiki 

3 70i< nilaiiIKPA < 89 Cukupi 

4 < 70i Kurangi 

Sumber: (Santosa & Akbar, 2021) 

Sehinggaiberdasarkan tabel di atas, maka untuk mendapatkan predikat 

kinerjaipelaksanaan anggaran yangibaik, maka nilai IKPA yang harus dimiliki 

adalahiminimal 89. Namun padaiKementerian/ Lembaga di LingkunganiKantor 

PelayananiPerbendaharaan NegaraiJakarta IV Periode 2020, 2021, dan 2022 tidak 

semuaisatker memiliki nilai >89. Berikutimerupakan data satkeripada Kementerian 

/ Lembaga di LingkunganiKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV 

Periode 2020, 2021, dan 2022 yang memilikiinilai IKPA >89. 

Tabel 1.2 Jumlah Satker yang Memperoleh Nilai IKPA >89 Periode 2020-2022 

No Tahun JumlahiSatkeridengan 

NilaiiIKPA >89 

TotaliSatker 

1 2020 51 252 

2 2021 144 255 

3 2022 238 289 
Sumber: (KPPN Jakarta IV, 2023) 
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Berdasarkanidata tabel di atas, makaidapat diketahui bahwaipada tahun 

2020, hanyaiada 51 satkeriyang memilikiinilai >89 dari total 252isatker, kemudian, 

padaitahun 2021iada 144 satker yangimemiliki nilai >89 dariitotal 255 satker, dan 

padaitahun 2022 ada 238 satker yang memiliki nilai >89 dari total 289 satker 

(KPPN Jakarta IV, 2023). Sehingga, berdasarkanidata dariitahun 2020 ke 2022, 

jumlah satkeriyang memiliki nilai >89 memang selalu mengalamiipeningkatan, 

namun hinggaitahun 2022 masih belumimemenuhi target 100% satkeriyang 

memiliki nilai minimumi89 untuk mendapatkan kategori baik. Hal iniitentu 

menjadi perhatian tersendiriiyang harus segeraidiatasi. 

Namun juga terdapat satker yang nilai IKPA dibawah dari 89 yang terlihat 

pada gambar dibawah ini : 

 

Sumber: (KPPN Jakarta IV, 2023) 

Gambar 1.1 Jumlah Satker Dengan Nilai IKPA ≤ 89 

Pada tahun 2020, terdapat 201 satuan kerja (satker) yang memiliki nilai 

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di bawah 89 dari total 252 satker. 
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Ini berarti sekitar 80% dari total satker pada tahun tersebut tidak mencapai nilai 

yang diharapkan. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan di mana jumlah 

satker dengan nilai di bawah 89 menurun menjadi 111 dari total 255 satker. Ini 

menunjukkan adanya perbaikan kinerja, dengan sekitar 43% satker tidak memenuhi 

target nilai minimum 89. Pada tahun 2022, jumlah satker dengan nilai di bawah 89 

berkurang lagi menjadi 51 dari total 289 satker, mengindikasikan bahwa hanya 

sekitar 18% satker yang tidak mencapai nilai yang ditetapkan. 

Meskipun terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan jumlah satker yang 

mencapai nilai di atas 89 dari tahun ke tahun, masih ada kesenjangan signifikan 

dalam mencapai target 100% satker dengan nilai minimum 89. Pada tahun 2022, 

misalnya, masih ada 51 satker yang tidak memenuhi target ini. Hal ini menunjukkan 

bahwa meskipun ada kemajuan, upaya yang lebih besar dan berkelanjutan masih 

diperlukan untuk memastikan bahwa semua satker dapat memenuhi standar kinerja 

yang ditetapkan. 

Kesenjangan ini mengungkapkan adanya GAP dalam penelitian 

sebelumnya, yang mungkin belum sepenuhnya mengidentifikasi atau mengatasi 

faktor-faktor yang menyebabkan sejumlah satker masih berada di bawah standar 

yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk 

memahami hambatan-hambatan yang dihadapi oleh satker-satker ini dan 

mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja mereka. 

Ini juga mencerminkan perlunya peningkatan dukungan, pelatihan, dan sumber 

daya bagi satker-satker yang belum mencapai nilai minimum, agar mereka dapat 

meningkatkan kinerja dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. 
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Olehikarena IKPA merupakanisuatu alat ukur untuk mengukur kinerja 

penggunaan anggaran, maka rendahnya nilai capaian IKPA ini perlu terus 

dievaluasiidengan mencariifaktor-faktor yang turutimempengaruhi nilaiicapaian 

IKPA. Menurutipenelitian yangidilakukan oleh Saraswati & Suhartini (2022) 

menyatakanibahwa transparansiidan akuntabilitas dapatimendukung pelaksanaan 

kinerjaianggaran. Kemudian, penelitianiyang dilakukanioleh Tarima & Jamaluddin 

(2022) jugaimenyatakan bahwaiakuntabilitas dan transparansiiberpengaruh positif 

signifikaniterhadap kinerjaianggaran. Selanjutnya, penelitianiyang dilakukan oleh 

Nata & Putra (2023) menyatakanibahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh 

positifisignifikan terhadapipelaksanaan kinerja anggaran. Berdasarkanibeberapa 

penelitianiterdahulu di atas dapat ditarikikesimpulan bahwa penelitian yang 

menganalisisiterkait pengaruhitransparansi dan akuntabilitasiterhadap pelaksanaan 

kinerjaikeuangan telahibeberapa kali dilakukan. Namunipenelitian yangimembahas 

pengaruhitransparansi dan akuntabilitasiterhadap nilai capaianipelaksanaan kinerja 

keuanganiyang diukuridengan IKPA belum pernah dilakukan, utamanyaipada 

kementerian/lembaga di lingkunganiKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Jakarta IV periodei2020-2022. Sehinggaipenelitian ini menjadi sangatipenting 

untukidilakukan. 

Transparansiimerupakan suatu prinsip yang menjamin kebebasan bagi 

setiap orangiuntuk memperoleh informasi tentangipenyelenggaraan pemerintah, 

atau keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan 

daerahisehingga dapatidiketahui dan diawasiioleh DPR dan masyarakat. Informasi 

tentangikebijakan, prosesipembuatan dan pelaksanaan, sertaihasil yang telah 
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dicapaiidapat diakses atauididapatkan oleh masyarakatidengan baik dan terbuka 

(Mardiasmo, 2019). 

Selanjutnya, akuntabilitasiadalah kewajiban pemegang amanah (agent) 

untukimempertanggungjawabkan, melaporkan, menunjukkan, dan 

mengungkapkan segalaibentuk aktivitas dan kegiatanikepada pemberi amanah 

(principal) yang mempunyaiihak dan wewenang untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2019). Kemudian, menurut Saraswati & 

Suhartini (2022), akuntabilitasiadalah keputusan dan kebijakan yang dipegang oleh 

organisasi sehingga informasi yang dimuat dapat diakses, dijelaskan dan juga 

dipertanggungjawabkan kepadaimasyarakat luas. Akuntabilitasimerupakan hal 

pentingidalam menjaminiefisiensi dan efektivitas (Tarima & Jamaluddin, 2022). 

Semakin baikiakuntabilitas yang diterapkan, makaisemakin baik pelaksanaan 

kinerjaianggaran yangidikelola (Nata & Putra, 2023). Tujuan awalireformasiisektor 

publikiadalah terwujudnyaipenerapan akuntabilitas dalamikegiatan pemerintah. 

Lembaga sektor publik dituntut untuk menekankan tanggungjawab secara 

horizontal (horizontaliaccountability), sehinggaitidak hanya pada tanggungjawab 

secara vertical (verticaliaccountability). 

Pentingnyaiunsur transparanidan akuntabilitas dalamipengelolaan anggaran 

pada setiap kementerian/lembaga, dikarenakan oleh tuntutanidan kandungan makna 

transparan itu sendiri, yang dapat menjadiipendorong semangat kerjasama, 

membukaibenteng birokrasi, terciptanyaihubungan yang harmonisidalam lingkup 

organisasi serta adanya saling percaya dan pada akhirnya akanitercipta akuntabilitas 

dalamipengelolaan anggaran. Unsuriakuntabilitas dalam pengelolaan anggaran 
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juga merupakaniukuran dari rasa tanggungjawab dan salingimemberikan informasi 

baik tentangiwaktu, besaran, serta sasaraniyang ingin dicapaiidari aliran dana untuk 

membiayaiisuatu kegiatan. Dan jika halitersebut di atas dapatidilakukan dengan 

baik, makaipengaruh dari transparansiidan akuntabilitasipengelolaan anggaran 

akanimendorong terciptanyaiefektivitas dalamipelaksanaan anggaran itu sendiri 

(Saraswati & Suhartini, 2022). 

Kemudian, selainitransparansi daniakuntabilitas, kualitas laporanikeuangan 

juga dijadikan sebagaiivariabel independen dalam penelitian ini. Kualitasilaporan 

keuangan dipilihisebagai variabel independenikarena sampai saat ini belum ada 

penelitianiyang menguji secara langsungipengaruh kualitas laporanikeuangan 

terhadapinilai capaian kinerjaipelaksanaan anggaran (IKPA) padaiKementerian/ 

Lembaga di LingkunganiKantor Pelayanan PerbendaharaaniNegara Jakarta IV 

Periode 2020-2022. Sehingga hal tersebutimenimbulkan celah maupun gap 

penelitianiyang menarikiuntuk diteliti karenaibelum ada yangimeneliti 

sebelumnya.  

Kualitasilaporan keuangan adalah penyusunan laporan keuangan yang 

didukungidengan kompetensi yangidimiliki staf akuntansi, sehingga penerapan 

standar akuntansi pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan dapat 

menghasilkanilaporan keuangan yangimemiliki kualitas informasi yang dapat 

digunakan olehipengguna informasiikeuangan (Afif & Mulyani, 2016). Kualitas 

laporanikeuangan merupakanikriteria persyaratan laporaniakuntansi keuangan 

yangidianggap dapat memenuhiikeinginan para pemakai atauipembaca laporan 

keuangan. Kualitasilaporan keuanganiadalah hasil akhir dari prosesiakuntansi yang 
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menyajikan informasiiyang berguna untukipengambilan keputusan olehiberbagai 

pihakiyang berkepentingan (Mulyani, 2019). 

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan 

kualitas laporan keuangan terhadap nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran 

pada Kementerian/Lembaga di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara Jakarta IV Periode 2020-2022 telah mengidentifikasi beberapa fenomena 

menarik. Pertama, terdapat penurunan nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran 

di beberapa Kementerian/Lembaga (Kuntadi & Puspita, 2022); (Nata & Putra, 

2023). Kedua, tingkat transparansi dan akuntabilitas antar Kementerian/Lembaga 

menunjukkan variasi (Tarima & Jamaluddin, 2022) ; (Nata & Putra, 2023). Ketiga, 

masih terdapat kekurangan pemahaman pegawai tentang kualitas laporan keuangan 

(Indriana & Nasrun, 2019). 

Meskipun penelitian sebelumnya telah memberikan gambaran tentang 

faktor-faktor yang memengaruhi nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran, masih 

terdapat beberapa research gap yang perlu di perhatikan. Pertama, penelitian 

sebelumnya belum meneliti secara mendalam pengaruh kualitas laporan keuangan 

terhadap nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran. Kedua, penelitian 

sebelumnya hanya menggunakan sampel dari satu instansi, sehingga generalisasi 

hasil penelitian terbatas. Ketiga, penelitian sebelumnya menggunakan metode 

kuantitatif, namun belum menggali perspektif kualitatif dari para pemangku 

kepentingan. 

Penelitian saat ini bertujuan untuk menjembatani research gap tersebut 

dengan meneliti pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap nilai capaian kinerja 
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pelaksanaan anggaran di Kementerian/Lembaga di Lingkungan Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Jakarta IV Periode 2020-2022. Untuk itu, peneliti 

mengambil judulisebagai berikut “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas 

Organisasi dan KualitasiLaporan Keuangan Terhadap NilaiiCapaian 

KinerjaiPelaksanaan AnggaraniPada Kementerian / Lembaga (Studi 

EmpirisiKementerian / Lembaga di LingkunganiKantor PelayananiPerbendaharaan 

NegaraiJakarta IV Periode 2020 - 2022)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkanilatar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

rumusanimasalah yang akan ditelitiidalam penelitian iniiadalah : 

1. Apakahitransparansiiberpengaruh terhadapicapaian nilai kinerja pelaksanaan 

anggaran pada kementerian/lembaga di lingkungan Kantor Pelayanan 

PerbendaharaaniNegara Jakarta IV periode 2020-2022? 

2. Apakahiakuntabilitas organisasiiberpengaruh terhadapicapaian nilai kinerja 

pelaksanaanianggaran pada kementerian/lembaga di lingkungan Kantor 

PelayananiPerbendaharaan NegaraiJakarta IV periode 2020-2022? 

3. Apakah kualitasilaporan keuanganiberpengaruh terhadapicapaian nilai kinerja 

pelaksanaanianggaran pada kementerian/lembaga di lingkungan Kantor 

PelayananiPerbendaharaaniNegara Jakarta IV periode 2020-2022? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkanirumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuanipenelitian iniiadalah sebagaiiberikut : 

1. Untukimenganalisis pengaruh transparansiiterhadap capaian nilai kinerja 

pelaksanaanianggaran pada kementerian/lembaga di lingkungan Kantor 

PelayananiPerbendaharaaniNegara Jakarta IViperiode 2020-2022. 

2. Untukimenganalisisipengaruh akuntabilitasiorganisasi terhadapicapaian nilai 

kinerja pelaksanaan anggaran padaikementerian/lembaga di lingkungan 

Kantor PelayananiPerbendaharaaniNegara Jakarta IV periode 2020-2022. 

3. Untukimenganalisisipengaruh kualitas laporan keuanganiterhadap capaian 

nilai kinerja pelaksanaanianggaran padaikementerian/lembaga di lingkungan 

KantoriPelayananiPerbendaharaan NegaraiJakarta IV periode 2020-2022. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitianiini diharapkan dapatimenambah kajian pustakaidalam bidang 

akuntansi khususnya terkait dengan pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan 

kualitas laporan keuangan pada capaian nilai pelaksanaan kinerja anggaran. 

Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

maupun pijakan bagi penelian selanjutnya yang tertarik dengan tema yang diangkat 

dalam penelitian ini. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Selain manfaatiteoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

praktis kepadaibeberapa pihak : 

1. Masyarakat 

Penelitian iniidiharapkan memberikanimanfaat kepadaimasyarakat dengan 

memberikan pengetahuan terkait akuntabilitas dan transparansi di 

pemerintahan sehingga masyarakat dapat membantu untuk melakukan 

pengawasan kinerjaipemerintah sehinggaiberkurangnya praktik korupsi di 

pemerintahan. 

2. Pemerintah 

Penelitian iniidiharapkan dapatiberguna bagi lembagaipemerintah/kementerian 

sebagai bahan masukaniuntuk merumuskanikebijakan yang terkait dengan 

peningkatanicapaian nilai kinerja pelaksanaanianggaran dengan menganalisis 

faktor-faktoriyang mempengaruhinyaiseperti transparansi, akuntabilitas, dan 

kualitas laporanikeuangan. Kemudian, penelitianiini juga diharapkanidapat 

bermanfaatiuntuk: 

a. MeningkatkaniKulitas PerencanaaniLembaga Pemerintah/Kementerian 

b. Meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan anggaran Lembaga 

Pemerintah/Kementerian 

c. Meningkatkanikualitas belanja negara melalui efisiensiidan efektifitas 

belanja (valueifor money). 
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1.5 Sistematika Tugas Akhir 

Dalam penyusunanipenelitian ini terdiri dariilima bab sesuai dengan 

sistematikaisebagai berikut: 

BAB IiPENDAHULUAN 

Dalamibab ini menguraikanitentang latar belakangimasalah, rumusan masalah, 

tujuanipenelitian, manfaatipenelitian danisistematika tugas akhir. 

BAB II TELAAHiPUSTAKA 

Dalam babiini akan membahasitelaah teoritis yaituiberupa grand teori yaitu 

teoriilegitimasi dan teori keagenan. Kemudian juga dibahas teori terkait 

transparansi, akuntabilitasiorganisasi, kualitasilaporan keuangan, danicapaian nilai 

kinerjaipelaksanaan anggaran. Selanjutnya, dalamibab ini juga akanidibahas telaah 

empirisiyang terdiri dariibeberapa penelitianiterdahulu. Kemudian, juga dibahas 

terkaitikerangka konseptualidan hipotesis.  

BAB III METODEiPENELITIAN 

Bab ini berisiitentang penjelasan desainipenelitian, populasiidan sampel, jenisidan 

sumber data, definisiioperasional variabel dan skalaipengukurannya, 

metodeianalisis data danipengujuan hipotesisnya.  

BAB IV HASIL DANiANALISIS 

Bab iniimenguraikan tentangihasil dari penelitianiserta analisis data dan 

pembahasan yangiberkaitan denganipengujian hipotesis. 

BAB V KESIMPULANiDAN SARAN 

Bab ini berisiitentang kesimpulanipenelitian, kontribusi dan implikasi, 

keterbatasanidalam penelitian, danisaran-saran untuk penelitianiselanjutnya. 
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